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ABSTRAK
Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian
nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
Namun, dalam praktiknya kegiatan perbankan juga tidak terlepas dari berbagai bentuk
pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.
Kejahatan di sektor perbankan sering kali melibatkan korporasi sebagai badan hukum
yang menjalankan kegiatan usaha perbankan, sehingga diperlukan pengaturan
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana di
bidang perbankan dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, mengkaji konsep dan
teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, serta
menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik
penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-
empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perbankan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mencakup
berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan bank, rahasia bank,
kegiatan usaha bank, serta pengawasan dan pembinaan bank. Konsep
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan didasarkan
pada beberapa teori, antara lain identification theory, vicarious liability, dan strict
liability, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas
tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya. Namun dalam praktik
penegakan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban pidana masih lebih banyak
dibebankan kepada individu pelaku dibandingkan kepada korporasi sebagai entitas
hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penerapan konsep
pertanggungjawaban pidana korporasi guna meningkatkan efektivitas penegakan
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hukum terhadap tindak pidana perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan
nasional.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perbankan, hukum
perbankan, penegakan hukum.

ABSTRACT

The banking sector plays a crucial role in the national economic system as it functions
as an intermediary institution that collects funds from the public and redistributes them
in the form of credit or financing. However, in practice, banking activities are also
subject to various forms of legal violations that can be categorized as banking crimes.
Crimes in the banking sector often involve corporations as legal entities conducting
banking business activities, necessitating regulations regarding corporate criminal
liability within the Indonesian criminal law system. This study aims to analyze the
regulation of banking crimes within the Indonesian banking legal system, examine the
concept and theory of corporate criminal liability in banking crimes, and analyze the
application of corporate criminal liability in law enforcement practices in Indonesia. The
research method used is a juridical-empirical method with analytical descriptive
research specifications. The research approach uses a statute approach, a conceptual
approach, and a case approach. The data used consists of primary and secondary
data obtained through literature studies and interviews, then analyzed qualitatively.
The research results show that the regulation of banking crimes in Indonesia is
regulated by Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number
10 of 1998 concerning Banking, which covers various forms of crimes related to bank
licensing, bank secrecy, banking business activities, and bank supervision and
development. The concept of corporate criminal liability in banking crimes is based on
several theories, including identification theory, vicarious liability, and strict liability,
which allow corporations to be held criminally responsible for actions committed by
their managers or employees. However, in law enforcement practice in Indonesia,
criminal liability is still more often imposed on individual perpetrators than on
corporations as legal entities. Therefore, strengthening the application of the concept
of corporate criminal liability is necessary to increase the effectiveness of law
enforcement against banking crimes and maintain the stability of the national financial
system.

Keywords: corporate criminal liability, banking crimes, banking law, law enforcement.

. Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting
dalam sistem perekonomian suatu negara. Perbankan berfungsi sebagai
lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna
mendukung kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan perbankan
sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat
terhadap sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, kegiatan perbankan tidak
hanya diatur oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kerangka hukum yang ketat
guna menjaga integritas sistem keuangan. Menurut Usman (2019), bank



merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi utama menghimpun
dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit maupun layanan keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat secara luas. Fungsi intermediasi tersebut menjadikan
sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang sangat strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional (Usman, 2019).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berperan
sebagai institusi bisnis semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga
stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap penyimpangan atau
pelanggaran hukum dalam sektor perbankan dapat menimbulkan dampak yang
luas, tidak hanya bagi lembaga perbankan itu sendiri tetapi juga terhadap
masyarakat dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Seiring dengan
perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, bentuk-bentuk kejahatan di
sektor keuangan juga mengalami perkembangan yang semakin kompleks.
Kejahatan di sektor perbankan tidak lagi terbatas pada pelanggaran administratif,
tetapi telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang melibatkan berbagai
pihak, termasuk korporasi. Kejahatan tersebut dapat berupa manipulasi laporan
keuangan, penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit, pelanggaran
rahasia bank, maupun praktik perbankan tanpa izin.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dikenal sebagai corporate crime
atau kejahatan korporasi. Rodliyah (2020) menyatakan bahwa kejahatan
korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum
melalui organ-organ yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik dalam
bentuk kebijakan maupun aktivitas operasional perusahaan. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai subjek
hukum dalam hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban
dalam hukum pidana apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal
ini menandai perkembangan penting dalam sistem hukum pidana modern yang
mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks perbankan dapat
menimbulkan dampak yang sangat besar karena berkaitan langsung dengan
pengelolaan dana masyarakat. Ramelan (2023) menjelaskan bahwa tindak
pidana perbankan tidak hanya merugikan bank sebagai institusi, tetapi juga
dapat merugikan nasabah penyimpan dana serta berpotensi mengganggu
stabilitas sistem keuangan secara luas. Pendapat tersebut menegaskan bahwa
kejahatan perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan
kejahatan konvensional, karena dampaknya dapat meluas hingga pada stabilitas
ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana
perbankan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan
konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, korporasi telah diakui sebagai
subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila
melakukan tindak pidana. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi
seperti strict liability, vicarious liability, dan identification theory digunakan untuk
menentukan sejauh mana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban
atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya. Prinsip tersebut
menunjukkan bahwa kesalahan dalam tindak pidana korporasi tidak hanya dilihat
dari tindakan individu semata, tetapi juga dari kebijakan maupun sistem
organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum (Prakarsa et al.,
2024).



Konsep tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana
korporasi merupakan instrumen penting dalam menanggulangi kejahatan
ekonomi modern, termasuk dalam sektor perbankan. Tanpa adanya mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas, korporasi dapat berlindung di balik struktur
organisasi sehingga sulit untuk menentukan pihak yang harus bertanggung
jawab secara hukum. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di
Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan terkait penerapan
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan. Salah
satu permasalahan yang sering muncul adalah kecenderungan penegakan
hukum yang lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, seperti
direksi atau pegawai bank, dibandingkan dengan korporasi sebagai entitas
hukum. Padahal, dalam banyak kasus kejahatan perbankan, tindakan tersebut
sering kali merupakan hasil dari kebijakan atau sistem internal korporasi itu
sendiri.

Kompleksitas struktur organisasi korporasi serta kesulitan dalam
membuktikan unsur kesalahan korporasi juga menjadi hambatan dalam proses
penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan masih
memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan di
Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, dasar hukum, serta
penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor perbankan,
sehingga dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam
menanggulangi kejahatan perbankan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian
hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik
di masyarakat. Penelitian yuridis-empiris tidak hanya menelaah norma hukum
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma
tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial. Menurut Soerjono Soekanto,
penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai
perilaku nyata (law in action) yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat
diketahui efektivitas dari berlakunya suatu peraturan hukum (Soekanto &
Mamudji, 2018). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian yuridis-
empiris memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum
yang mengatur tindak pidana perbankan dengan praktik pertanggungjawaban
pidana korporasi yang terjadi dalam kenyataannya. Dengan demikian, penelitian
ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang mengatur tindak pidana
perbankan, tetapi juga pada implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis mengenai peraturan hukum yang berlaku serta menganalisis
permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Nazir,
penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta
serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir, 2017). Dalam penelitian ini,



pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara jelas
mengenai  pengaturan  tindak pidana  perbankan serta  konsep
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia,
kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapannya dalam praktik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
pendekatan penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki,
yang meliputi beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Peter Mahmud
Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum dapat
dilakukan melalui berbagai metode seperti pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
kasus (case approach) (Marzuki, 2021).

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dilakukan dengan
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tindak pidana perbankan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti
Undang-Undang Perbankan dan peraturan lain yang berkaitan dengan sektor
jasa keuangan. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan
untuk mengkaji konsep serta teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam hukum pidana, seperti teori strict liability, vicarious
liability, dan identification theory. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan
dengan menganalisis beberapa kasus tindak pidana perbankan yang berkaitan
dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang pernah terjadi di Indonesia.
Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai konsep dan penerapan pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama di lapangan melalui proses penelitian empiris. Data primer
dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang
memiliki kompetensi atau pengetahuan terkait dengan penegakan hukum di
bidang perbankan, seperti aparat penegak hukum, praktisi hukum, atau
akademisi yang memahami hukum perbankan. Data sekunder merupakan data
yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum yang
berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi Bahan Hukum Primer
yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perbankan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan Hukum
Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perbankan
dan hukum pidana korporasi. Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan
dengan cara mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum
maupun hasil penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis untuk
menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Miles dan
Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, &
Saldafa, 2014). Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan
diseleksi, diklasifikasikan, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran



yang jelas mengenai pengaturan serta penerapan pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana perbankan di Indonesia.

lll. Pembahasan
3.1. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dalam Sistem Hukum
Perbankan Di Indonesia

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem
perekonomian nasional karena berperan sebagai lembaga intermediasi
yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kegiatan
perbankan memerlukan pengaturan hukum yang kuat guna menjaga
stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat
sebagai nasabah. Dalam konteks tersebut, hukum perbankan tidak hanya
mengatur kegiatan operasional bank, tetapi juga mengatur berbagai bentuk
pelanggaran atau tindak pidana yang dapat terjadi dalam sektor perbankan.
Menurut Usman (2019), hukum perbankan merupakan keseluruhan
ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
bank, baik yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun
mekanisme pengawasan terhadap bank. Pengaturan tersebut
dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan perbankan dapat berjalan
secara sehat, transparan, dan akuntabel.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi
perbankan tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan usaha bank,
tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap potensi
penyimpangan yang dapat terjadi dalam praktik perbankan. Dengan
adanya pengaturan hukum yang jelas, setiap pelanggaran terhadap
ketentuan perbankan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem hukum
perbankan di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perbankan
secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mengatur
berbagai ketentuan mengenai kegiatan usaha perbankan serta sanksi
terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan perbankan. Gazali
dan Usman (2010) menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-
undang perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas sistem perbankan,
serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan
perbankan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana dalam
sektor perbankan memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam kegiatan
perbankan, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana perbankan sehingga menimbulkan efek jera.



Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perbankan
dalam Undang-Undang Perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam
beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan
perizinan bank, rahasia bank, kegiatan usaha bank, serta pengawasan dan
pembinaan bank. Pembagian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana
dalam sektor perbankan mencakup berbagai aspek penting dalam
penyelenggaraan kegiatan perbankan.

Pengaturan mengenai perizinan bank merupakan salah satu aspek
penting dalam sistem hukum perbankan karena berkaitan dengan legalitas
suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Dalam
Undang-Undang Perbankan, setiap pihak yang ingin menjalankan kegiatan
usaha sebagai bank wajib memperoleh izin usaha dari otoritas yang
berwenang. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan,
setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan tanpa izin usaha dari otoritas yang berwenang dapat dikenakan
sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dalam jumlah besar.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik bank gelap atau
kegiatan perbankan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Praktik
perbankan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran serius karena dapat
menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai perizinan bank bertujuan untuk memastikan bahwa
hanya lembaga yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat
menjalankan kegiatan usaha perbankan. OJK menjelaskan dalam bukunya
bahwa pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut
dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Ancaman pidana ini tidak hanya
berlaku bagi individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi atau
badan hukum. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh korporasi,
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pihak yang
memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
korporasi atau badan hukum tersebut. Ketentuan yang mewajibkan adanya
izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha
perbankan atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan
maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan memiliki
keterkaitan erat dengan tugas dan kewenangan OJK dalam melakukan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini
dimaksudkan untuk melindungi dana masyarakat, sehingga hanya pihak
yang benar-benar telah memperoleh izin usaha sebagai bank dari OJK
yang diperbolehkan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari
masyarakat.

Rahasia bank merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
kegiatan perbankan yang berkaitan dengan perlindungan data dan
informasi nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat
bergantung pada kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan informasi



mengenai nasabah dan simpanannya. Undang-Undang Perbankan
mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja memaksa bank atau
pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank
tanpa izin dari otoritas yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang
dengan sengaja membocorkan rahasia bank juga dapat dikenakan sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-Undang
Perbankan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap rahasia bank merupakan bagian penting dalam menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Tanpa adanya
jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah, masyarakat
dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perbankan.

Selain berkaitan dengan perizinan dan rahasia bank, Undang-Undang
Perbankan juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan
dengan kegiatan usaha bank. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut
adalah pembuatan pencatatan palsu dalam pembukuan bank atau laporan
kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Perbankan. Pembuatan laporan keuangan atau pencatatan transaksi yang
tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank, nasabah,
maupun negara. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam pasal tersebut
bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan
operasional bank. Selain itu, tindak pidana dalam kegiatan usaha bank juga
dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat
bank, seperti menerima komisi atau imbalan tertentu dalam proses
pemberian kredit. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan
hukum perbankan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Kegiatan perbankan berada di bawah pengawasan otoritas yang
berwenang. Pada awalnya, pengawasan terhadap bank dilakukan oleh
Bank Indonesia, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan terhadap
lembaga perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, bank wajib
memberikan informasi dan laporan kepada otoritas pengawas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila bank dengan sengaja tidak
memberikan informasi atau laporan yang diperlukan oleh otoritas
pengawas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan.
Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan
dan pembinaan bank bertujuan untuk memastikan bahwa bank
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian
(prudential banking principle) serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP baru yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan
perkembangan penting dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP baru
telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan ini
dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan di bidang keuangan,
ekonomi, dan perdagangan, serta meningkatnya tindak pidana
terorganisasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan
demikian, dalam hukum pidana Indonesia saat ini subjek hukum tidak lagi
terbatas pada orang perorangan (natural person), tetapi juga mencakup
korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
(Wahyuni, 2024). Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2020), pengakuan
terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability)
merupakan respons atas kenyataan bahwa korporasi memiliki potensi
dampak merugikan yang lebih besar dibandingkan individu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan
tindak pidana di bidang perbankan dalam sistem hukum perbankan di
Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas
sistem perbankan. Melalui pengaturan tersebut, berbagai bentuk
pelanggaran dalam sektor perbankan dapat ditindak secara hukum
sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat serta menjaga
kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Konsep Dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam
Tindak Pidana Perbankan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan kegiatan ekonomi modern telah mendorong
munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,
termasuk dalam sektor perbankan. Dalam konteks tersebut, korporasi tidak
lagi dipandang hanya sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga sebagai
subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari
semakin kompleksnya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh badan hukum,
sehingga diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang mampu
menjangkau tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hukum pidana
klasik, konsep pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya ditujukan
kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada
asas “actus non facit reum nisi mens sit rea”, yang berarti bahwa suatu
perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai
dengan kesalahan atau niat jahat. Namun, dalam perkembangan hukum
pidana modern, konsep tersebut mengalami perkembangan sehingga
korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh organ-
organ yang mewakilinya.

Menurut Manulang dan Pasaribu (2020), dalam hukum pidana, asas
kesalahan (schuld) merupakan asas yang bersifat fundamental. Oleh



karena itu, terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu serta-merta diikuti
dengan penjatuhan pidana kepada pelakunya. Hal ini disebabkan karena
tindak pidana pada dasarnya hanya menunjuk pada adanya perbuatan
yang dilarang, baik berupa tindakan yang dilakukan secara aktif maupun
timbulnya akibat yang dilarang secara pasif, yang terhadap pelanggarnya
diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, apakah pelaku akan
benar-benar dijatuhi pidana sebagaimana ancaman dalam pasal yang
dilanggar sangat bergantung pada adanya unsur kesalahan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut.

Muladi dan Priyatno (2010) menyatakan bahwa pertanggungjawaban
pidana korporasi merupakan konsep yang mengakui bahwa suatu badan
hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang
dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk
dan atas nama korporasi. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa
korporasi sebagai organisasi memiliki struktur, kebijakan, serta mekanisme
kerja yang memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana. Pandangan
tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam
lingkungan korporasi tidak selalu dapat dipisahkan dari kebijakan atau
sistem yang diterapkan oleh korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam
banyak kasus kejahatan korporasi, tanggung jawab hukum tidak hanya
dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada korporasi sebagai
entitas hukum. Dalam  konteks tindak pidana perbankan,
pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat penting karena
kegiatan perbankan pada umumnya dijalankan oleh badan hukum dalam
bentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran
hukum dalam kegiatan perbankan, maka perlu ditentukan apakah
pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu pelaku
atau juga kepada korporasi sebagai institusi.

Teori dalam kajian hukum pidana yang digunakan untuk menjelaskan
bagaimana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Beberapa teori tersebut antara lain teori identifikasi (identification theory),
teori tanggung jawab pengganti (vicarious liability), dan teori tanggung
jawab mutlak (strict liability). Ada pula doctrine of aggregation

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang paling banyak
digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh
individu yang memiliki kedudukan penting dalam korporasi dapat dianggap
sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Menurut Huda (2014),
teori identifikasi memandang bahwa individu yang memiliki posisi strategis
dalam suatu korporasi, seperti direksi atau manajemen puncak, merupakan
“directing mind” dari korporasi. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan
oleh individu tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korporasi.
Pandangan ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus



yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.
Dalam konteks perbankan, hal ini dapat terjadi apabila direksi atau pejabat
bank secara sengaja membuat kebijakan yang melanggar ketentuan hukum
perbankan.

Selain teori identifikasi, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi
juga dapat dijelaskan melalui teori vicarious liability atau tanggung jawab
pengganti. Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan
atau agen yang bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya. Menurut
Sjahdeini (2017), vicarious liability merupakan prinsip yang menyatakan
bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pegawai atau agen yang bertindak untuk kepentingan
korporasi. Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa tindakan pegawai
dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian dari aktivitas korporasi.
Dalam praktik perbankan, teori ini dapat diterapkan apabila seorang
pegawai bank melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti
manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam
pemberian kredit, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka
menjalankan tugasnya di dalam korporasi.

Teori lain yang juga digunakan dalam pertanggungjawaban pidana
korporasi adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Dalam teori ini,
suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus
dibuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea). Menurut Marzuki (2021),
dalam sistem strict liability, seseorang atau suatu badan hukum dapat
dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang, tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat atau kesalahan.
Prinsip ini biasanya diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan
kepentingan publik, seperti perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan
sektor keuangan. Dalam konteks perbankan, penerapan prinsip strict
liability dimaksudkan untuk memastikan bahwa bank sebagai lembaga yang
mengelola dana masyarakat selalu mematuhi ketentuan hukum yang
berlaku. Dengan adanya prinsip ini, korporasi tidak dapat dengan mudah
menghindari tanggung jawab dengan alasan bahwa pelanggaran tersebut
dilakukan oleh individu tertentu.

Menurut Ledeman (2001), di Amerika berlaku doktrin aggregation,
yaitu doktrin yang menilai kesalahan secara kolektif dari beberapa orang
yang bertindak bagi suatu korporasi. Kesalahan tersebut dilihat sebagai
gabungan dari tindakan individu-individu yang bertindak untuk dan atas
nama korporasi, atau mereka yang bertindak demi kepentingan korporasi
yang bersangkutan.

Pengakuan  dalam  sistem  hukum Indonesia  terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang
Perbankan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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1998 tentang Perbankan menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan
dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Namun demikian,
dalam praktik penegakan hukum sering kali pertanggungjawaban pidana
lebih banyak dibebankan kepada individu, seperti direksi, komisaris, atau
pegawai bank. Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menentukan
unsur kesalahan korporasi serta kompleksitas struktur organisasi dalam
suatu perusahaan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa korporasi
sebagai entitas hukum tidak dapat lagi menghindari pertanggungjawaban
pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha korporasi. Oleh karena itu, penerapan konsep pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam sektor perbankan menjadi penting untuk
memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat
dipertanggungjawabkan secara adil dan efektif. Berdasarkan uraian
tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana perbankan merupakan bagian dari
perkembangan hukum pidana modern yang bertujuan untuk menyesuaikan
sistem hukum dengan dinamika kegiatan ekonomi. Melalui penerapan
berbagai teori pertanggungjawaban pidana Kkorporasi, diharapkan
penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dapat dilakukan
secara lebih efektif sehingga mampu menjaga integritas dan stabilitas
sistem perbankan di Indonesia.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak
Pidana Perbankan Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia
Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik
penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya
menanggulangi kejahatan di sektor perbankan. Hal ini disebabkan karena
kegiatan perbankan pada umumnya dijalankan oleh badan hukum dalam
bentuk korporasi, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan
perbankan sering kali melibatkan struktur organisasi perusahaan serta
kebijakan yang diambil oleh pengurus atau manajemen bank. Oleh karena
itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan tidak hanya
berfokus pada individu pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan
pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum. Menurut Romli
Atmasasmita (2019), penerapan pidana terhadap korporasi menuntut
adanya identifikasi yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dianggap
sebagai tindakan korporasi, bukan sekadar tindakan individu yang berada
di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian harus
menelusuri rantai tanggung jawab dalam struktur organisasi serta kebijakan
internal korporasi yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan tersebut.
Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah
berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Muladi dan
Priyatno (2010) menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang
yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan tindakan tersebut
dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha korporasi. Dengan
demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada individu
pelaku, tetapi juga kepada korporasi yang memperoleh manfaat dari
perbuatan tersebut.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan
hukum, hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi
menjadi faktor penting dalam menentukan apakah korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana dilakukan oleh
pengurus atau pegawai dalam rangka menjalankan kegiatan usaha bank,
maka korporasi dapat dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan
tersebut. Dalam konteks tindak pidana perbankan, berbagai bentuk
pelanggaran hukum dapat terjadi dalam kegiatan operasional bank, seperti
manipulasi laporan keuangan, pemberian kredit secara melawan hukum,
pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking principle),
maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank. Tindakan-
tindakan tersebut tidak hanya merugikan bank sebagai institusi, tetapi juga
dapat merugikan nasabah serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Menurut Sjahdeini (2017), pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam sektor perbankan dapat diterapkan apabila terdapat hubungan
antara tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai dengan
kepentingan korporasi. Dalam hal ini, korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam
lingkup kewenangan pelaku serta memberikan manfaat bagi korporasi.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana
korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan individu semata, tetapi
juga pada adanya keterkaitan antara tindakan tersebut dengan kebijakan
atau kepentingan korporasi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak
pidana perbankan dapat dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan
pejabat bank maupun lembaga perbankan. Dalam banyak kasus, aparat
penegak hukum cenderung menjerat individu pelaku seperti direksi,
komisaris, atau pegawai bank yang terlibat dalam tindak pidana perbankan.
Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam membuktikan unsur
kesalahan korporasi sebagai entitas hukum. Namun demikian, dalam
perkembangan hukum pidana modern, kecenderungan untuk menjerat
korporasi sebagai subjek hukum pidana semakin meningkat. Hal ini
didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan yang terjadi dalam
lingkungan korporasi sering kali merupakan hasil dari kebijakan organisasi
atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Oleh
karena itu, pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada individu
pelaku sering kali tidak cukup untuk memberikan efek jera maupun
mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.



Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan
dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas, seperti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk
melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan serta menjatuhkan
sanksi administratif terhadap bank yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun demikian, apabila pelanggaran tersebut
memenuhi unsur tindak pidana, maka proses penegakan hukum dapat
dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana. Menurut Marzuki (2021),
efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi sangat
dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan
hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan atau kepentingan
korporasi. Tanpa adanya pembuktian tersebut, sulit bagi aparat penegak
hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Kompleksitas struktur organisasi korporasi juga menjadi salah satu
hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam
banyak kasus, keputusan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tidak
selalu diambil oleh satu individu, tetapi merupakan hasil dari proses
pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi
perusahaan. Meskipun demikian, perkembangan hukum pidana di
Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat
penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai sektor,
termasuk sektor perbankan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk
meningkatkan integritas sistem keuangan serta memberikan perlindungan
hukum yang lebih baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak
pidana perbankan merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum
di sektor keuangan. Melalui penerapan konsep tersebut, diharapkan setiap
pelanggaran hukum vyang terjadi dalam kegiatan perbankan dapat
dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, sehingga dapat menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan serta mendukung
terciptanya sistem perbankan yang sehat dan stabil di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana perbankan di Indonesia, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam sistem hukum
perbankan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan
pidana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk
pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, antara lain tindak
pidana yang berkaitan dengan perizinan bank, pelanggaran rahasia bank,
tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, serta tindak



pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan,
melindungi kepentingan nasabah, serta memastikan bahwa kegiatan
perbankan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana
perbankan menurut hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari
perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai
subjek hukum pidana. Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa teori
yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi,
antara lain teori identifikasi (identification theory), teori tanggung jawab
pengganti (vicarious liability), teori tanggung jawab mutlak (strict liability), dan
doctrine aggregation di Amerika. Melalui teori-teori tersebut, korporasi dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh
pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha korporasi.

3. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana
perbankan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pada umumnya
masih lebih banyak menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu
pelaku, seperti direksi, komisaris, atau pegawai bank yang terlibat dalam
tindak pidana perbankan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam
membuktikan unsur kesalahan korporasi serta kompleksitas struktur
organisasi perusahaan. Namun demikian, perkembangan hukum pidana
menunjukkan adanya kecenderungan untuk semakin mengakui dan
menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai sektor,
termasuk sektor perbankan, guna meningkatkan efektivitas penegakan
hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan
sistem keuangan nasional.
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